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ABSTRAK

Permasalahan sertifikat tanah menjadi perhatian pemerintah karena masih adanya
sengketa tanah di- daerah baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah,
maupun warga dengan perusahaan swasta. Permasalahan tidak dapat terselesaikan karena
tidak adanya sertifikat tanah tersebut. Untuk itu, pemerintah terus berusaha mempercepat
proses pengurusan sertifikat tanah guna mengurangi- konflik sengketa lahan dan
menargetkan tahun 2025 seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sudah
bersertifikat. Jenis metode yang penulis cantumkan adalah metode penelitian hukum
empiris, penelitian hukum empiris yaitu dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang
dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta ini-meliputi karakter yang diperoleh dari
pengamatan secara langsung di lapangan. Penelitian ini-berdasarkan data yang diperoleh
dari hasil wawancara dan data-data yang telah diperoleh secara langsung, serta dari sumber
data yang lainnya. Pengamanan Hukum Aset tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah-Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan. Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. kedua
pemerintahan tersebut sedang memproses penyertifikatan aset tanahnya dengan membuat
Peraturan Daerah & Peraturan Bupati, Pemimpin yang berwenang membuat kebijakan
berupa Perjanjian dengan Kantor Pertanahan, menargetkan penyelesaian penyertifikatan
aset tanahnya, menyediakan anggaran di sesuaikan kemampuan Keuangan Pemerintah
Daerah, menyediakan sarana dan prasarana, menugaskan pegawainya, dan menyediakan
tempat penyimpanan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri
menargetkan penyelesaian pensertifikatan selesai pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri menugaskan pegawai yang cukup untuk pengamanan
aset tanahnya, bila perlu di beri pelatihan pengamanan aset tanah, melakukan Inventarisasi
aset tanahnya. Apabila melakukan jual beli, tukar menukar atau hibah dengan pihak lain
agar di buat berita acaranya, sebagai dasar pensertifikatan/balik nama.

Kata Kunci : Pengamanan, Sertifikat, Aset Tanah, Pemerintah Daerah
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ABSTRACT

The problem of land certificates is a concern of the government because there are still land
disputes in the area either between residents with residents, residents with the government,
or residents with private companies. The problem cannot be resolved because of the
absence of the land certificate. For this reason, the government continues to accelerate the
process of obtaining land certificates in order to reduce conflicts over land disputes and
targets the year 2025 the entire territory of the Republic of Indonesia has been certified.
The type of method that the author lists is the empirical legal research method, empirical
legal research that is by utilising empirical facts that can be obtained through human
behaviour. This fact includes characters obtained from direct observation in the field. This
research is based on data obtained from interviews and data that has been obtained
directly, as well as from other data sources. The legal security of land assets of the
Sukoharjo Regency Government and the Wonogiri Regency Government is in accordance
with Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State /
Regional Property and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016
concerning Management of Regional Property. the two governments are processing the
certification of their land assets by making Regional Regulations & Regent Regulations,
the authorised leader makes a policy in the form of an Agreement with the Land Office,
targets the completion of the certification of their land assets, provides a budget adjusted
to the Regional Government's financial capacity, provides facilities and infrastructure,
assigns employees, and provides storage. The Sukoharjo Regency and Wonogiri Regency
Governments are targeting the completion of land certification by 2025. The Sukoharjo
Regency and Wonogiri Regency Governments assign sufficient employees to safeguard
their land assets, if necessary give training on safeguarding land assets, conduct an
inventory of their land assets. If buying and selling, exchanging or grants with other parties,
the minutes should be made, as a basis for certifying / changing names.

Keywords: Security, Certificates, Land Assets, Local Governmen
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